
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA SURAKARTA 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA 

NOMOR 20/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KOTA SURAKARTA NOMOR 8/PP.04.2-KPT/3372/KPU-KOT/II/2020 

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA 

PEMILIHAN KECAMATAN LAWEYAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN 

WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2O19 (Covid-19) 

di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke 

waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material 

yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek 

sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, 

sehingga diperlukan upaya peningkatan kesiapsiagaan 

untuk menghadapi dan mencegah penyebarannya; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kota Surakarta Nomor 19/PL.02-Kpt/3372/KPU-

Kot/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 

dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta 

tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kota Surakarta Nomor 8/PP.04.2-

Kpt/3372/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan 

Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan 

Laweyan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Surakarta Tahun 2020; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan 

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata 

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan 

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan 

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
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dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

201); 

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-

Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran 

Covid-19; 

5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan 

Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah 

Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta 

Nomor 59/PP.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/XII/2019 

tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum Kota Surakarta, Pembentukan dan Tata Kerja 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan 

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota Surakarta Tahun 2020; 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta 

Nomor 8/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/II/2020 tentang 

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan 

Kecamatan Laweyan dalam Pemilihan Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020; 
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8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta 

Nomor 19/PL.02-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2020 tentang 

Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota Surakarta Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan 

Penyebaran Virus Corona; 

Memperhatikan : 1.  Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-

SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal 

Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 

2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 

Panitia Pemungutan Suara (PPS); 

  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota 

Surakarta Nomor 30/PL.02-BA/3372/KPU-Kot/III/2020 

tanggal 26 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Penundaan 

Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Surakarta Tahun 2020. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA 

SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 

8/PP.04.2-KPT/3372/KPU-KOT/II/2020 TENTANG 

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA 

PEMILIHAN KECAMATAN LAWEYAN DALAM PEMILIHAN 

WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 

2020. 

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketetapan Diktum 

KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta 

Nomor 8/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/II/2020 tentang 

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan 

Kecamatan Laweyan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota Surakarta Tahun 2020. 

KEDUA : Menetapkan penundaan masa kerja Panitia Pemilihan 

Kecamatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Surakarta Tahun 2020 sampai dengan adanya keputusan 

lebih lanjut. 
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Memberikan honorarium kepada Anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) berdasarkan output kegiatan yang

dihasilkan pada bulan Maret 2O2O.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Belanja

Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Surakarta Tahun 2O2O.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Maret 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.
NURUL SUTARTI

sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

agian Hukum,
or! r/n F r
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